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3. Pemeri
kepet;rtlirl:tahan Desa Kedungsumber adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
'6an masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pemeri [
nam:r:n-tahd.Desa Kedungsumber adalah kepala Desa Kedungsumber atau yang disebut dengan
ain dibantu perangkat Desa Kedungsumber sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa Kedungsumber.
5. Bad
sela{::flu:ermus'.,yawaratan Desa Kedungsumber atau yang disebut dengan nama lain, yang
= ;t nya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
'gg anya n?erupakan wakil dari penduduk Desa Kedungsumber berdasarkan keterwakilan
: :n ayah dan ditetapkan secara demokratis,
- Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala
Desa dan Peraturan Kepala Desa.
78 Peraturat) Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala
Desa dan bersifat mengatur.
9. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat
mengatur.
! 10. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

11. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan,
g' pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,
A penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
¢ 12. Kekayaan Milik Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau
b diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

E 13. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa berupa tanah bengkok/lungguh, pengarem-arem,

titisara, kuburan, jalan-jalan desa, pengembalaan hewan, danau-danau, tanah pasar desa, tanah
keramat, lapangan-lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa.

14. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil
pendataan kekayaan milik desa.

- 15. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Kekayaan Milik Desa

untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan

T sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.

' 16. Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas

Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta pengendaliannya

untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat

desa.

' 17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Milik Desa yang dipergunakan dalam bentuk
sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun serah guna/bangun guna serah, dan hak
guna bangunan dengan tidak mengubah status Kekayaan Milik Desa.

18. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Milik Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu

; untuk menerima imbalan uang tunai

119. Sewa menyewa tanah kas desa adalah kegiatan pemanfaatan/pengunaan tanah kas desa oleh
pemohon dengan tujuan untuk kepentingan umum dan/atau investasi tanpa melepaskan
hubungan hukum antara Pemerintah Desa dengan tanah yang dikuasainya.

120. Sewa lahan pertanian adalah kegiatan pemanfaatan/penggunaan tanah kas desa oleh pemohon

| dengan tujuan untuk digunakan sebagai lahan pertanian/bercocok tanam tanpa melepaskan

' hubungan hokum antara Pemerintah Desa denga tanah yang dikuasainya.

121. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Milik Desa antar pemerintah desa dalam
jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
harus diserahkan kembali kepada pemerintah desa yang bersangkutan.

22. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Milik Desa oleh pihak lain dengan
jangka waktu tertentu dalam rangka penerimaan pendapatan desa bukan dan sumber

| pembiayaan lainnya.

23. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk
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selanjutnya diserahkan kembali
setelah berakhirnya jangka waktu.

24. Ban
den::: (S::r ah guna fadalah pemanfaatan Kekayaan Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain
pembanguq: 2nrrll1:an:!rtkar;] kbangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai
: Iserahkan untuk didayagunakan oleh pi i j

yang disepakati, yag eh pihak lain dalam jangka waktu tertentu

Hibah i i

ey 2‘:::2 r?tear;‘galélhan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa,

esa atau dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi i i
memperoleh penggantian. nsi kepada pihak lain tanpa

26. Pel ;

denepaa:i: tatf]\ah kas _desa afialah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara Pemerintah Desa

E ugbah nah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah.

. pemanfaa: Peruntukan tanah kas desa adalah perubahan dari suatu bentuk
: atan/penggunaan tertentu menjadi bentuk pemanfaatan/penggunaan lain yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

: Peng_adazfn tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan
ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-
benda yang berkaitan dengan tanah.

[ 29. Panitia pelepasan dan pengadaan tanah kas desa adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk

melaksanakan pelepasan dan pengadaan tanah kas desa bagi pelaksanaan pembangunan untuk

% kepentingan umum.

i 30. Panitia pengawas Tanah Kas Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu

.L Panitia Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa dalam rangka mengawasi proses dan

‘ mekanisme pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa.

: 31. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik yang bersifat fisik dan/atau non fisik

| sebagai akibat pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa kepada yang menguasai dan memiliki

| tanah, bangunan, tanaman serta benda-benda lain yang ada di atasnya, yang dapat memberikan

‘ peningkatan kehidupan sosial ekonomi.

tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya

25.

| BAB Il
i ASAS PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA

‘ Pasal 2
(1) Kekayaan milik desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin.
'~ (2) Pengelolaan Kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1
(satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
?

b

BAB Il
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN MILIK DESA

Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah

) Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan pengelolaan kekayaan milik desa;

b. menetapkan Panitia pengelolaan kekayaan milik desa;
¢. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan kekayaan milik desa;

(3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan milik desa, dibantu oleh Panitia /
~ petugas pengelolaan kekayaan milik desa.
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